BAB 11
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1l A Wirogunan dapat dilakukan berdasarkan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa sanksi
pidana penjara dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

Dan Rumah Tahanan, berupa sanksi Administratif

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengajukan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya petugas Lapas diberikan hukuman yang berat, agar yang
bersangkutan tidak semena-mena ikut serta dalam pengendalian
narkotika dari dalam Lapas, mengingat bahwa status dan
kedudukan mereka sebagai aparat penegak hukum di dalam Lapas,
yang berkewajiban untuk memberantas, serta melakukan
penegakan hukum tindak terhadap tindak pidana peredaran

narkotika.
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2. Sebaiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran
narkotika dilakukan secara tegas, cepat, konsisten, dan sungguh-
sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku.
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